WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

PENGATURAN BANGUNAN BERCIRIKAN ORNAMEN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH DI KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA PALANGEA RAYA,

bahwa arsitektur Daerah merupakan salah satu
seni budayva bangsa Indonesia yvang perlu dijaga,
diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan,
sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya bangunan
gedung dipandang perlu untuk berarsitektur
Daerah agar kebudayaan Daerah tetap lestari dan
scbagai identitas daerah Kalimantan Tengah yang
merupakan salah satu aspek penunjang
pembangunan daerah;

bahwa maraknya bangunan gedung vang homogen
disetiap sudut kota menyebabkan hilangnya
identitas budaya daerah pada kawasan perkotaan
schingga dipandang perlu adanya pengaturan
mengenai Pengaturan Bangunan  Bercirikan
Ormamen Daerah Kalimantan Tengah D1 Kota
Palangka Raya pada bangunan gedung yang
seimbang, serasi, dan selaras terhadap nilai-nilai

sosial budaya Daerah Kalimantan Tengah;
bahwa  berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung serta memperhatikan
Pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang  Pengaturan  Bangunan Bercirikan
Ornamen Daerah Kalimantan Tengah Di Kota
Palangka Rava.



Mengingat

Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 32 Ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi scbagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);



10. Peraturan Daerah Kota Palangka Rava Nomor 19
Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008

Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGEKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN

BANGUNAN  BERCIRIKAN ORNAMEN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH DI KOTA PALANGEKA RAYA.

BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

il S N

10.

Daerah adalah Kota Palangka Raya.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.

Walikota adalah Walikota Palangka Rava,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka
Raya sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
vang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
vang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, kegiatan budaya, kegiatan campuran, maupun kegialan
khusus.

Ornamen daerah/lokal adalah hiasan dalam arsitektur bangunan-
bangunan yang ada didaerah Kota Palangka Raya baik berupa
kerajinan tangan, ukiran, replika, patung, lukisan atau gambar,
perhiasan, alat-alat tradisional yang berciri khas suku adat Daerah
Kalimantan Tengah.

Tradisional adalah kebiasaan vang diwariskan secara turun-
temurun yvang dianggap baik dan benar oleh masyarakat.
Tradisional Daerah adalah tradisional Daerah Kalimantan Tengah.
Arsitektur adalah sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan
ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan
lingkungan binaan sebagai dari kebudayaan dan peradaban
manusia.

Arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
adalah tata ruang dan tata bentuk yang pembangunannya
didasarkan atas nilai dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis
yang diwariskan secara turun-temurun di daerah Kota Palangka
Raya.



11.

12.

13.

14,

16.

17.

18,

19.

20,

21.

22.

23.

25.

Arsitektur warisan adalah arsitektur peninggalan masa lampau di
Kota Palangka Raya, baik dalam keadaan terawat dimanfaatkan
sesuai fungsinya atau tidak terawat dan tidak digunakan sesuai
fungsi, bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan atau
kelompok atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang dianggap
memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan,
dan nilai signifikan lainnya, seperti yang diatur dalam Peraturan
Perundang-Undangan.

Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang berkaitan dengan
bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang
dalam, dan kesimbangan serta keselarasannya dengan lingkungan.
Gaya arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah di Palangka
Raya adalah corak penampilan arsitektur yang dapat memberikan
citra dan nuansa arsitektur berlandaskan budaya Kalimantan
Tengah yang dijiwai olch suku adat Daecrah Kalimantan Tengah
melalui penerapan berbagai perinsip bentuk yang mengandung
identitas maupun nilai arsitektur tradisional Daerah Kalimantan
Tengah di Daerah Kota Palangka Raya.

Bangunan fungsi hunian adalah bangunan vang digunakan sebagai
tempat tinggal atau sarana bagi pembinaan keluarga.

. Bangunan fungsi usaha adalah bangunan yang digunakan sebagai

tempat untuk kegiatan usaha.

Bangunan fungsi sosial dan budaya adalah bangunan vang
digunakan sebagai tempat untuk kegiatan pelavanan sosial dan
kegiatan interalksi manusia  dengan lingkungan  serta
kehidupannya.

Bangunan fungsi campuran adalah bangunan yvang memiliki lebih
dari satu fungsi.

Bangunan [ungsi khusus adalah bangunan yang mempunyai
tingkat kerahasiaan fungsi yang tinggl dan/atau yang mempunyai
potensi resiko bahaya yang besar.

Gerbang adalah pintu masuk perbatasan suatu wilayah atau
kawasan tertentu di Daerah Kota Palangka Raya.

Gapura adalah pintu besar yang dibangun di muara jalan untuk
masuk ke wilayah atau kawasan tertentu seperti jalan-jalan yang
ada di pemukiman-pemukiman, taman dan sebagainya.
Penyelenggaraan adalah kegiatan pembangunan vang meliputi
proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta
kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
Pemanfaatan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai
dengan fungsi vyang telah ditetapkan termasuk kegiatan
pecmeliharaan, perawatan dan pemeriksaan sccara berkala.
Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga kehandalan bangunan
gedung beserta prasana dan sarananya agar tetap layak fungsi.

. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang

timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masvarakat

untuk i1kut mengawasi dan bergerak dalam penyelenggaraan
bangunan.

Kawasan khusus adalah suatu satuan teritorial yang ditetapkan
oleh Walikota berdasarkan persyaratan arsitektur khusus,
karakteristik alam, dan budaya dengan tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan, pelestarian, dan pengayaan kasanah Arsitektur

tradisional Daerah Kalimantan Tengah di daerah Kota Palangka
Rava.



Pasal 2
Bangunan gedung disclenggarakan berdasarkan asas kemanlaatan,
kekhasan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan
karakteristik budaya Daerah.

Pasal 3

Pengaturan persyaratan arsitektur bangunan di Daerah Kota Palangka

Raya bertujuan untuk;

a. mewujudkan pembangunan vang memiliki corak dan karakter
arsilekiur tradisional Daerah Kalimantan Tengah; dan

b. mewuwudkan kepastian hukum dalam penvelenggaraan bangunan
agar menghasilkan bangunan vang sesual dengan prinsip-prinsip
arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah.

BAB 11
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN
Bagian Kesatu
Fungsi Bangunan
Pasal 4
(1) Fungsi bangunan digolongkan dalam fungsi hunian, fungsi usaha,
fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, serta fungsi campuran.
[2) Bangunan vang berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini harus dibangun di tempat vang sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Bagian Kedua
Klasifikasi Bangunan
Pasal 5
Klasifikasi bangunan berdasarkan ;
a. kompleksitas;
b. tingkat kepermanenan; dan
c. bentuk dan karakter

Bagian Ketiga
Larangan Perubahan Fungsi Bangunan
Pasal 6
Setiap orang dilarang mengubah fungsi bangunan yang bertentangan
dengan peruntukkan lokasi diatur dalam Rencana Tata Ruang yang
berlaku.

BAB Il

ARSITEKTUR BANGUNAN
Bagian Kesatu

Persyaratan Arsitektur Bangunan yang akan Dibangun
Pasal 7
(1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi :
a. penampilan bangunan gedung;
b. tata ruang dalam;
c. keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan bangunan gedung
dengan linglkungan; dan
d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial
budaya Daerah.



(2) Persyaratan penampilan bangunan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menerapkan norma bentuk dan karakteristik
arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah.

(3) Persyaratan ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang dan karakter elemen-
elemen yvang melekat pada bangunan.

(4) Persyvaratan keseimbangan, kKeserasian dan keselarasan arsitekour
bangunan dengan lingkungannya scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan terciptanya ruang bangunan dan
ruang terbuka hijau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan arsitektur bangunan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), ayvat (2), avat (3) dan ayat (4]
diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Persyaratan Arsitektur Bangunan
Tradisional Daerah Kalimantan Tengah
Pasal 8

(1) Fungsi bangunan tradisional daerah meliputi :

a. bangunan perumahan; dan

b. bangunan sosial
[2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti

norma arsitektur bangunan tradisional daerah.

Pasal 9
Pembangunan rumah tradisional Daerah Kalimantan Tengah harus

berdasarkan Kketentuan arsitektur bangunan tradisional Daerah
Kalimantan Tengah.

Pasal 10
[1) Setiap bangunan rumah tempat tinggal di Daerah Kota Palangka

Raya mempunyai ornamen tradisional Daerah Kalimantan Tengah
yang nampak dari luar bangunan rumabh.,

(2) Ornamen tradisional daerah Kalimantan Tengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa replika alat tradisional
daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 11
Pembangunan bangunan tradisional fungsi sosial harus menggunakan
norma bangunan tradisional Daerah Kalimantan Tengah yang memuat
ketentuan tentang bangunan sosial.

Pasal 12

Pembangunan yang pengaturnya tidak terdapat dalam norima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11
dapat mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip arsitektur tradisional
Daerah Kalimantan Tengah.



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 13
Arsitektur bangunan tradisional daerah Kalimantan Tengah harus
dapat menampilkan gaya arsitektur tradisional daerah Kalimantan
Tengah dengan menetapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional
suku Daerah Kalimantan Tengah vang selaras, seimbang dan

terpadu dengan lingkungan setempat.
Prinsip arsitektur tradisional daerah Kalimantan Tengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Walikota.

Pembangunan bangunan dengan fungsi khusus yang karena
kekhususannya tidak mungkin menerapkan prinsip arsitektur
tradisional Daerah Kalimantan Tengah, dapat menampilkan gava
arsitektur lain dengan persetujuan Walikota setelah mendapat
rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14
Penempatan bangunan dengan masa majemuk, ditata sesuai
struktur nilai pembagian tapak atau mandalanya.
Komposisi massa bangunan majemuk, ditata membentuk suatu
halaman utama sebagai pusat orientasi masa bangunan.

Pasal 15

Desain pagar, gerbang dan/atau gapura disepanjang jalan raya, jalan
lingkungan dan bangunan perkantoran harus mentaati prinsip
arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 16

Bangunan Pemerintah, rumah dinas dan/atau rumah jabatan harus
memenuhi persyaratan arsitektur tradisional Daerah ini.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 17
Setiap pembangunan bangunan usaha milik swasta di Daerah
Kota Palangka Raya wajib memiliki ornamen khas tradisional
Daerah Kalimantan Tengah vang nampak dari luar dan dalam
bangunan.
Bagi bangunan usaha milik swasta vang sudah ada dan sudah
berjalan maka diwajibkan memiliki ornamen khas tradisional
Daerah Kalimantan Tengah yang nampak dari luar bangunan.
Ornamen tradisional Dacrah Kalimantan Tengah yang nampak
dar luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dapat berupa
gambar atau replika alat tradisional Daerah Kalimantan Tengah.

BAB IV
ARSITEKTUR WARISAN
Pasal 18
Arsitektur warisan, baik yang berada dibawah kepemilikan
dan/atau penguasaan oleh pribadi, pemerintah dan non
pemerintah harus dilindungi dan dilestarikan.



(2) Setiap pemugaran dan/atau pengembangan arsitektur warisan
harus menaati prinsip pelestarian baik dari segi desain, bahan,
maupun cara pengerjaan.

(3) Pemanfaatan arsitekour warisan harus sesuai dengan fungsinva.

Pasal 19
Pembangunan pada kawasan khusus vang memiliki arsitektur warisan
harus menaati prinsip desain arsitektur pada kawasan tersebut.

BAB V
SIMBOLIS FUNGSI
Pasal 20
Simbol fungsi dari fungsi pokok suatu bangunan harus terekspresi
dalam arsitektur bangunan,

BAB VI
PENGENDALIAN PENERAPAN PERSYARATAN ARSITEKTUR
Pasal 21
Walikota mengoordinasikan pengendalian persyaratan arsitektur
bangunan, penggunaan simbol fungsi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 22
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian penerapan
persyaratan arsitektur bangunan.

BAB VTI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
Arsitektur bangunan yang tidak sesuai dengan Kketentuan dalam
Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan persyaratan teknis
arsitcktur bangunan dan tahap penentuan kawasan yang
bangunannya bercirikan omamen tradisonal Daerah Kalimantan
Tengah akan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Daerah vyang memuat tentang persyvaratan arsitektur

bangunan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini,
dinyatakan tetap berlaku.



Pasal 25
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah in1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palangka Rava.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Janueri 9013

ALIKOTA PALANGKA [RAYA,

RDV— 2

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Jenuari 2013

ARKS DAERAH KOTA PALANGEA RAYA,

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR 5



Pasal 25
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
tanggal 10 Januari 2013

ALIKOTA PALANGEA [RAYA,

Q —¢ D

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Jenueri 2013

IS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

LEMBARAN DAERAH KOTA FALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR

L



